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BAB I 

 
PENGERTIAN 

 
 

A. DEFINISI 
1. Pengendalian Internal adalah proses yang dirancang dan dijalankan oleh Dewan 

Komisaris, Direksi dan anggota manajemen lainnya, serta seluruh personil Perusahaan 

yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya hal-hal di 

bawah ini: 
 

a. Efektivitas dan efisiensi operasi; 
 
b. keandalan pelaporan keuangan; dan 

 
c. kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 
  

2. Pengendalian Internal Tingkat Entitas adalah aktivitas pengendalian yang dilakukan 

oleh pimpinan Perusahaan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengendalian 

internal di tingkat transaksional. Pengendalian Internal Tingkat Entitas dilakukan 

dengan menciptakan lingkungan pengendalian yang baik, seperti komitmen dan 

perilaku manajemen; kejelasan mengenai wewenang dan tanggung jawab, kebijakan 

dan prosedur yang konsisten, serta program-program perusahaan yang berkelanjutan 

mengenai penerapan nilai etika dan perilaku yang baik (code of conduct), maupun 

upaya pencegahan kesalahan (error) atau kecurangan (fraud) di setiap tingkat 

organisasi Perusahaan. 
 
3. Pengendalian Internal Tingkat Transaksional adalah pengendalian yang dilakukan pada 

setiap proses kerja Perusahaan dalam bentuk kegiatan otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi 

dan kegiatan lainnya seperti upaya pencegahan dan identifikasi terjadinya kesalahan 

(error) atau kecurangan (fraud) dan upaya pengamanan aset Perusahaan. 

Pengendalian Internal Tingkat Transaksional dilakukan oleh setiap pimpinan Unit Kerja 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, baik secara manual maupun 

terkomputerisasi. 
 
4. Pengendalian internal atas pelaporan keuangan adalah suatu proses yang dirancang 

dan dijalankan oleh manajemen perusahaan untuk memberikan keyakinan yang 

memadai atas keandalan pelaporan keuangan yang ditujukan untuk keperluan 

eksternal, termasuk proses penyiapan laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). 
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5. Pengendalian Internal Operasional (Operational Control) adalah suatu proses 

pengendalian yang dirancang dan dilaksanakan oleh manajemen Perusahaan untuk 

mencapai tujuan Perusahaan melalui pelaksanaan kegiatan operasional dan 

penggunaan sumber daya Perusahaan secara efektif dan efisien. 

6. Pengendalian Internal untuk Menjamin Kepatuhan (Compliance Control) adalah suatu 

proses pengendalian yang dirancang dan dijalankan oleh manajemen Perusahaan 

untuk menjamin kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan peraturan dan 

perundangan yang berlaku. 

7. Pengendalian umum atas Sistem teknologi informasi (IT General Controls) adalah 

pengendalian atas Sistem informasi perusahaan yang menyangkut keseluruhan Sistem 

informasi berbasis teknologi informasi berupa: 

a. Pengendalian perancangan dan pengembangan sistem informasi; 
 

b. Pengamanan dan penggunaan program – program komputer; 
 

c. Pengamanan atas file data di dalam infrastruktur teknologi informasi.] 
 

8. Pengendalian Aplikasi (Application Controls) adalah pengendalian yang secara khusus 

dipasangkan pada aplikasi tertentu atau suatu subsistem tertentu yang bertujuan 

untuk memberikan keyakinan akan kelengkapan (completeness), keakuratan 

(accuracy), validitas (validity), otorisasi (authorization) dan pemisahan fungsi 

(segregation of duties) atas transaksi-transaksi yang dilakukan dengan menggunakan 

Sistem aplikasi Perusahaan 

9. Pemangku Jabatan Puncak adalah pemangku jabatan satu tingkat di bawah Direksi, 

yang membawahi kantor komoditi, divisi, unit kebun dan unit non kebun. Pemangku 

jabatan puncak adalah General Manager, Kepala Divisi, Manajer Kebun dan non kebun. 

10. Unit Kerja dalam kaitannya dengan Pengendalian Internal atas pelaporan keuangan 

adalah setiap bagian unit organisasi Perusahaan yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan; termasuk upaya 

pengamanan aset Perusahaan, pencegahan dan identifikasi/deteksi terjadinya 

kesalahan (error), maupun kecurangan (fraud). 

11. Unit in Charge dalam kaitannya dengan pengendalian internal atas pelaporan  

keuangan adalah unit organisasi perusahaan yang bertanggung jawab atas program 

pengendalian internal di tingkat entitas yang menjadi tanggung jawabnya. 
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12. Control Self Assessment adalah mekanisme penilaian yang dilakukan sendiri oleh 

process owner terhadap pengendalian internal yang menjadi tanggung jawabnya untuk 

dilaporkan kepada Direksi secara triwulanan sebagai bahan evaluasi efektivitas 

pengendalian internal. 

13. Control deficiency adalah kondisi di mana rancangan atau pelaksanaan pengendalian 

mengakibatkan manajemen atau karyawan tidak dapat mencegah atau mendeteksi 

terjadinya kesalahan pencatatan (misstatement) secara tepat waktu. 

14. Kekurangan yang signifikan (significant deficiencies) adalah satu atau kombinasi dari 

beberapa control deficiency yang sangat mempengaruhi kemampuan Perusahaan 

dalam melaksanakan proses inisiasi (initate), otorisasi (authorize), pencatatan (record), 

pengolahan (process), atau pelaporan (report) data keuangan yang handal sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum sehingga besar kemungkinan (more than 

a remote likelihood) terjadinya kesalahan pencatatan (misstatement) yang tidak dapat 

dicegah atau dideteksi, yang cukup material (more than inconsequential) pada laporan 

keuangan Perusahaan (akhir tahun maupun interim). 

15. Kelemahan material (material weakness) adalah satu atau kombinasi dari beberapa 

significant deficiency yang mengakibatkan besar kemungkinan (more than a remote 

likelihood) terjadinya kesalahan pencatatan yang material (material misstatement) 

yang tidak dapat dicegah atau dideteksi pada laporan keuangan Perusahaan (akhir 

tahun maupun interim). Jika terdapat satu kelemahan material (material weakness) 

maka opini yang akan diberikan oleh auditor eksternal adalah adverse. 

16. Asersi Laporan Keuangan adalah pernyataan dari manajemen yang terkandung dalam 

komponen Laporan Keuangan, baik secara implisit maupun eksplisit, mengenai 

transaksi dan akun-akun terkait dalam laporan keuangan, yang diklasifikasikan 

berdasarkan penggolongan sebagai berikut : 
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 Asersi Deskripsi  
    

 Existence or Occurrence Existence  berhubungan  dengan  apakah  aktiva,  

 (Keberadaan atau kewajiban  atau  ekuitas  yang  disajikan  dalam  

 Keterjadian) neraca (balance sheet) benar-benar ada (exist)  

  pada tanggal neraca.  

  Occurence menyangkut apakah pendapatan dan  

  beban  yang  disajikan  dalam  laporan  laba  rugi  

  (income statements) benar-benar terjadi selama  

  satu periode akuntansi.  
    

 Completeness Completeness   berhubungan   dengan   apakah  

 (Kelengkapan) seluruh  transaksi  dan  akun  yang  seharusnya  

  disajikan dalam laporan keuangan telah lengkap  

  seluruhnya.  
    

    
         

Asersi  Deskripsi 
    

Valuation or Allocation Valuation or  allocation berhubungan  dengan 

(Penilaian atau Alokasi) apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, 

 ekuitas,  pendapatan  dan  beban  telah  disajikan 

 dalam  laporan  keuangan  (financial  statements) 

 dengan  jumlah  yang  semestinya  (appropriate) 

 dan  dialokasikan  pada  periode  akuntansi  yang 

 semestinya.   
  

Rights and Obligations Rights  and  obligations  berhubungan  dengan 

(Hak dan Kewajiban) apakah aktiva merupakan hak Perusahaan dan 

 kewajiban merupakan kewajiban  Perusahaan 

 pada tanggal tertentu.  
  

Presentation and Seluruh   komponen   laporan   keuangan   telah 

Disclosure diklasifikasikan, dijelaskan dan diungkapkan (di- 

(Penyajian dan disclose) dengan memadai. 

Pengungkapan)    
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17. Proses kerja adalah urutan aktivitas yang dilakukan untuk menyelesaikan satu jenis 

pekerjaan yang tertuang dalam bentuk flow beserta aktivitas dan pelaksananya serta 

risiko dan pengendalian internalnya. 

18. Siklus kerja adalah kumpulan beberapa proses kerja yang membentuk satu rangkaian 

aktivitas pekerjaan dari awal hingga akhir proses (end-to-end), yaitu dimulai dari 

terjadinya suatu transaksi sampai dengan pencatatannya. Penggolongan siklus kerja 

Perusahaan dalam rangka pelaporan keuangan dan tujuan pengendaliannya adalah 

sebagai berikut: 
 

a. Siklus Pendapatan 
 

b. Siklus Beban 
 

c. Siklus Persediaan 
 

d. Siklus Produksi 
 

e. Siklus Aktiva Tetap 
 

f. Siklus Perpajakan 
 

g. Siklus Investasi dan Divestasi 
 

h. Siklus Modal Kerja 
 

i. Siklus Pelaporan Keuangan  
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BAB II 

 
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

 
 
 

A. TUJUAN PENGENDALIAN INTERNAL 
 

1. Pengendalian Internal bertujuan agar setiap perancangan dan pelaksanaan kebijakan, 

prosedur, proses, sistem dan fungsi-fungsi dalam Perusahaan dilandasi dengan 

pengendalian internal yang efektif dan penerapan prinsip-prinsip good corporate 

governance. 
 

2. Setiap perancangan dan pelaksanaan pengendalian internal diharapkan mampu 

mencegah dan mendeteksi kecurangan (fraud), serta menjamin pengamanan aset 

Perusahaan (safeguarding of assets). 

 
 

B. RUANG LINGKUP PENGENDALIAN INTERNAL 
1. Perancangan dan pelaksanaan Pengendalian Internal Perusahaan harus terdapat 

pada setiap proses kerja Perusahaan, baik yang berpengaruh secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap laporan keuangan Perusahaan. 

2. Pengendalian Internal Perusahaan meliputi: 

 
a. Pengendalian operasional yang bertujuan untuk mencapai efektivitas dan 

efisiensi operasi. 
 

b. Pengendalian pelaporan keuangan yang bertujuan untuk memperoleh laporan 

keuangan yang akurat, tepat waktu, tidak mengandung informasi yang salah, 

serta diungkapkan secara tepat dan lengkap sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berlaku umum. 
 

c. Pengendalian yang bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum dan 

peraturan yang berlaku bagi Perusahaan. 
 

3. Pengendalian internal Perusahaan dilaksanakan pada dua tingkat sebagai berikut: 
 

a. Pengendalian Internal Tingkat Entitas 
 

b. Pengendalian Internal Tingkat Transaksional 
 

4. Pengendalian internal Perusahaan, baik tingkat entitas maupun tingkat transaksional, 

harus mencakup komponen-komponen pengendalian internal sebagai berikut: 
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a. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

 
Merupakan keadaan yang mencerminkan tingkat perhatian dan dukungan 

manajemen terhadap Pengendalian Internal. Lingkungan pengendalian 

merupakan landasan dari seluruh komponen pengendalian internal. 
 

b. Penaksiran Risiko (Risk Assessment) 
 

Merupakan kegiatan identifikasi dan analisis mengenai risiko, baik yang timbul 

karena faktor eksternal maupun internal, yang berpotensi menghambat 

pencapaian tujuan Perusahaan. 
 

c. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 
 

Merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses 

pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit 

dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai pemisahan 

wewenang (segregation of duties), otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian 

atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Perusahaan, 

serta pengendalian atas akses ke program dan data. 
 

d. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 
 

Merupakan identifikasi, pencatatan, penyebaran dan penggunaan informasi 

yang relevan secara tepat waktu dalam rangka menunjang terlaksananya tugas 

dan tanggung jawab manajemen dan karyawan termasuk tugas pengendalian 

internal. 
 

e. Pemantauan (Monitoring) 
 

Merupakan pengujian dan pemantauan atas efektivitasPengendalian Internal, 

baik berupa kegiatan supervisi langsung maupun evaluasi berkala. 
 

5. Pengendalian internal Perusahaan harus mencakup pula pengendalian berbasis 

teknologi informasi (Information Technology/IT) atas seluruh Sistem informasi 

Perusahaan, berupa: 

a. Lingkungan Pengendalian berbasis Teknologi Informasi (IT Control 

Environment), berupa penerapan IT Governance, IT Strategic Plan, IT Risk 

Management, IT Compliance and Regulatory Management, dan IT Policies, 

Procedures and Standards; 
 

b. Pengendalian Umum berbasis Teknologi Informasi (IT General Controls), yang 

dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut: 
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1) Pengendalian perancangan dan pengembangan sistem informasi 

merupakan penggunaan metode dokumentasi atas tahapan pelaksanaan 

kegiatan perencanaan, analisis, perancangan/desain, pembangunan 

fisik/konstruksi, impelementasi dan pasca implementasi; 

2) Pengamanan  dan  penggunaan  program  –  program  komputer  berupa 

pengendalian Sistem operasi, sumberdaya data, struktur organisasi, pusat 

komputer, komunikasi, pemeliharaan Sistem dan pertukaran data 

elektronik; 

3) Pengamanan atas file data didalam infrastruktur teknologi informasi berupa 

pemberian  dan  pengendalian  password,  pengamanan  pemberian  akses 

kepada pegawai, pembuatan pernyataan dari pengguna tentang tanggung 

jawab penggunaan Sistem dengan tepat dan jaminan akan kerahasiaannya, 

pembentukan suatu kelompok keamanan (security group) untuk memonitor 

dan  melaporkan  pelanggaran  serta  penetapan  kebijakan  formal  untuk 

penanganan setiap pelanggaran. 

 

c. Pengendalian Aplikasi (application controls), yang terdapat dalam fungsi aplikasi 

(built-in), termasuk dalam Sistem interfacing, baik berupa pengendalian 

masukan (input controls), pengendalian proses (process controls), maupun 

pengendalian keluaran (output controls). 
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BAB III 

 
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

 
 
A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI 
 

1. Direktur Utama bertanggung jawab penuh atas efektivitas pengendalian internal atas 

rancangan, pelaksanaan dan pemeliharaan secara keseluruhan serta berkewajiban 

menetapkan arahan dan melakukan tindakan-tindakan untuk menjamin bahwa 

seluruh aktivitas pengendalian internal Perusahaan berjalan dengan baik. 

2. Direksi bertanggung jawab atas efektivitas pengendalian internal meliputi aspek 

perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan yang terkait dengan seluruh kegiatan 

pada direktoratnya masing-masing seperti : 
 

a. Pengamanan sumber daya perusahaan yang berada dibawah penguasaan 

direktoratnya; 
 

b. Transaksi yang berkaitan dengan perubahan sumberdaya atau asset perusahaan 

yang berada didalam pengeloaannya; 
 

c. Revenue assurance; 
 

d. Tercapainya cost-leadership; 
 

e. Tercapainya target pendapatan non core. 
 

3. Selain itu Direktur Komersil bertanggung jawab untuk : 
 

a. Mengintegrasikan sistem informasi yang diperlukan untuk memperoleh 

informasi dan analisis keuangan yang handal dan tepat waktu; 
 

b. Mendokumentasikan pelaksanaan pengendalian internal dalam rangka 

pelaporan keuangan. 

 
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT PENGELOLA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL 

 
1. Unit Pengelola Sistem Pengendalian Internal berfungsi mengintegrasikan 

perancangan dan pelaksanaan pengendalian internal Perusahaan. 

2. Unit Pengelola Sistem Pengendalian Internal ini dilaksanakan dan dikoordinasikan 

oleh Sekretaris Perusahaan. 

3. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Unit ini bertugas dan bertanggung jawab 

sebagai berikut: 
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a. Mengintegrasikan rancangan pengendalian sistem informasi keuangan dengan 

sistem informasi non keuangan, termasuk didalamnya mengenai rancangan 

pengendalian umum atas sistem teknologi informasi (IT General Controls) 

maupun pengendalian aplikasi (Application Controls), yang memungkinkan 

dapat dilaksanakannya pengendalian internal secara “end to end” untuk setiap 

siklus akuntansi Perusahaan. 

b. Mengintegrasikan rancangan dan pelaksanaan pengendalian internal untuk 

menjamin ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan. 
 

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan perbaikan pengendalian internal, memantau 

upaya perbaikan yang dilakukan oleh masing-masing divisi/Unit Kerja dan 

mendukung pelaksanaan audit pengendalian internal oleh Auditor Internal 

dan/atau Auditor Eksternal. 
 

d. Memelihara scorecard pengendalian internal sebagai alat untuk mengetahui 

status pencapaian tingkat keandalan pengendalian internal dari waktu ke waktu 

sebagai dasar penilaian kinerja pelaksanaan pengendalian internal oleh setiap 

Unit Kerja. 
 

e. Memelihara dokumentasi pengendalian internal, termasuk standarisasi 

dokumentasi atas perubahan/perbaikan rancangan pengendalian internal. 
 

f. Membuat Laporan Manajemen mengenai implementasi pengendalian internal 

secara triwulanan dan disampaikan kepada Direktur Utama dan Direktur 

Komersil. Laporan Manajemen harus memuat antara lain: 
 

1) Evaluasi atas rancangan dan pelaksanaan pengendalian internal untuk 

menilai kecukupan pengendalian internal. 
 

2) Identifikasi mengenai kekurangan yang signifikan dan atau kelemahan yang 

berdampak material atas rancangan dan pelaksanaan pengendalian 

internal. 
 

3) Upaya perbaikan pengendalian internal yang telah dan akan dilaksanakan. 
 

4) Kesimpulan atas hasil evaluasi. 
 

g. Melakukan koordinasi dan integrasi dengan audit internalor sehubungan 

dengan tindaklanjut atas hasil monitoring/validasi pengendalian internal. 
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C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI AUDIT INTERNAL 

 
1. Divisi Aduit Internal berkewajiban melakukan monitoring dan assessment atas 

pelaksanaan pengendalian internal berkenaan dengan tingkat risiko yang dihadapi 

Perusahaan, rancangan dan pelaksanaan pengendalian internal, serta usaha-usaha 

perbaikan termasuk penyelesaian temuan-temuan audit, baik dari auditor eksternal 

maupun internal. 

2. Untuk memenuhi kewajiban tersebut diatas, Divisi Audit Internal mempunyai tugas 

dan tanggung jawab dalam kaitannya dengan pengendalian internal sebagi berikut : 

a. Melaksanakan monitoring dan assessment atas pelaksanaan pengendalian 

internal untuk tingkat entitas dan transaksional secara terus menerus atas 

Pengendalian Internal Operasional, Pengendalian Internal dalam rangka 

Pelaporan Keuangan dan Pengendalian Internal untuk menjamin Kepatuhan; 
 

b. Melaksanakan audit pengendalian internal Perusahaan untuk menentukan 

efektivitas dari rancangan dan pelaksanaan pengendalian internal Perusahaan 

untuk tingkat entitas dan transaksional secara triwulanan atas Pengendalian 

Internal Operasional, Pengendalian Internal dalam rangka Pelaporan Keuangan 

dan Pengendalian Internal untuk menjamin Kepatuhan; 
 

c. Melaksanakan audit khusus berkaitan dengan pengendalian internal 

Perusahaan apabila diperlukan; 
 

d. Memantau upaya perbaikan yang dilakukan manajemen atas hasil audit 

pengendalian internal; 
 

e. Menyelenggarakan dan mengelola jalur komunikasi bagi karyawan Perusahaan 

untuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran atau kecurangan (whistle 

blower Program) seperti pelanggaran terhadap kode etik, pelanggaran 

terhadap prosedur yang berlaku dan terjadinya kecurangan (fraud); 
 

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan audit pengendalian internal yang dilakukan 

oleh Auditor Eksternal; 
 

g. Memberikan laporan hasil audit pengendalian internal secara triwulanan 

kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit, termasuk 

rekomendasi perbaikan dan tanggapan yang diperoleh dari Divisi/Unit Kerja 

yang diaudit. 
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D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMANGKU JABATAN PUNCAK 

 
1. Setiap Pemangku Jabatan Puncak mempunyai kewajiban untuk merancang dan 

menjalankan pengendalian internal Perusahaan atas proses kerja yang menjadi 

tanggung jawabnya, serta menciptakan lingkungan pengendalian yang mendukung 

pengendalian internal Perusahaan. 

2. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, setiap Pemangku Jabatan Puncak bertugas dan 

bertanggung jawab dalam kaitannya dengan pengendalian internal sebagai berikut: 
 

a. Merancang dan memelihara Sistem Pengendalian Internal untuk unit kerja yang 

menjadi tanggungjawabnya, meliputi: 
 

1) Pengendalian internal secara tuntas dari awal hingga akhir “end to end” 

untuk setiap siklus kerja; 

2) Ketaatan Unit Kerja terhadap peraturan perundangan yang berlaku; 

3) Pemeliharaan dan rancangan pengendalian internal, termasuk kebijakan 

(policies), prosedur, proses, sistem, fungsi dan aktivitas di unit kerja 

masing-masing. 
 

b. Memimpin dan mengarahkan bawahan, serta mengawasi pelaksanaan 

pengendalian internal di unit kerjanya masing-masing dengan cara: 
 

1) Mengambil langkah-langkah yang perlu dijalankan sehingga setiap 

karyawan di unit kerja masing-masing dapat memahami dan menjalankan 

aktivitas pengendalian internal yang menjadi tanggungjawabnya; 

2) Memastikan seluruh prosedur dan aktivitas pengendalian internal telah 

dilaksanakan dan didokumentasikan dengan baik oleh unit kerjanya; 

3) Mengidentifikasi dan menganalisis risiko atas terjadinya perubahan karena 

faktor lingkungan (regulasi, kompetisi, perkembangan industri, pasar, dan 

teknologi baru), personil baru, perubahan/penambahan sistem informasi, 

produk baru, perubahan struktur organisasi dan sebagainya, serta 

merancang pengendalian internal yang diperlukan atas risiko tersebut dan 

menyampaikan kepada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Internal untuk 

didokumentasikan. 
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c. Melakukan evaluasi secara berkala dalam rangka menilai efektivitas rancangan 

dan pelaksanaan pengendalian internal yang menjadi tanggungjawabnya, 

membuat laporan asersi, menyampaikan usulan perbaikan, dan memberikan 

umpan balik untuk penyempurnaan pelaksanaan dan aktivitas pengendalian 

internal; 

d. Mendukung pelaksanaan audit pengendalian internal, menyampaikan umpan 

balik/tanggapan atas hasil audit, dan melaksanakan upaya perbaikan atas temuan 

hasil audit sesuai waktu yang ditentukan; 

e. Mengelola secara fisik seluruh aset yang berada dalam penguasaannya. 
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BAB IV  

DOKUMENTASI DAN PROGRAM PENGENDALIAN INTERNAL 
 
 
 

A. DOKUMENTASI PENGENDALIAN INTERNAL 
 

Dokumentasi Pengendalian Internal Perusahaan dalam bentuk kebijakan Perusahaan, 

prosedur operasi, berita acara, laporan dan sebagainya harus mencakup hal-hal sebagai 

berikut namun tidak terbatas pada : 
 

1. Rancangan pengendalian internal di tingkat entitas dan tingkat transaksional, 

termasuk perubahannya. 
 

2. Informasi mengenai bagaimana suatu transaksi dimulai, diotorisasi, dicatat, diproses 

dan dilaporkan, misalnya berupa flowchart, narasi, diagram proses kerja, prosedur, 

manual dan sebagainya. 

3. Informasi mengenai titik-titik mana saja dalam arus transaksi yang mengandung risiko 

terjadinya inefisiensi operasi, ketidakefektifan, pelanggaran terhadap ketentuan yang 

berlaku, kesalahan (error) atau kecurangan (fraud) yang berdampak signifikan 

beserta tindakan pengendaliannya. 

4. Aktivitas pengendalian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi, 

mencegah dan mendeteksi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, 

kecurangan (fraud). 

5. Pemisahan fungsi (segregation of duties). 

6. Aktivitas pengendalian untuk melindungi asset Perusahaan (safeguarding of assets). 

7. Hasil evaluasi atas efektivitas rancangan dan pelaksanaan pengendalian internal, baik 

yang dilakukan oleh manajemen/Unit Kerja yang bersangkutan (self assessment), 

auditor internal, auditor eksternal dan pihak eksternal lainnya. 

8. Khusus Dokumentasi Pengendalian Internal dalam Rangka Pelaporan Keuangan selain 

harus meliputi hal-hal sebagaimana diatas, juga harus mencakup hal-hal lain 

sebagaimana disyaratkan dalam standar audit pengendalian internal atas pelaporan 

keuangan yang berlaku, antara lain berupa : 
 

a. Rancangan pengendalian internal meliputi seluruh asersi yang relevan atas akun-

akun signifikan yang didokumentasi dalam Matriks Pengendalian Intern. 

b. Pengendalian mengenai proses tutup-buku laporan keuangan. 
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c. Hasil evaluasi atas efektivitas rancangan dan pelaksanaan Pengendalian Internal 

dalam Rangka Pelaporan Keuangan yang dilakukan oleh auditor internal atau 

pihak eksternal lainnya atas nama manajemen. 

d. Kesimpulan tertulis atas efektivitas Pengendalian Internal dalam Rangka 

Pelaporan Keuangan. 
             
 

 
B. PROGRAM PENGENDALIAN INTERNAL 

 
1. Untuk mencapai tujuan pengendalian internal Perusahaan sebagaimana maksud pada 

Pasal 2, perlu dilakukan program-program yang secara rinci diatur melalui Keputusan 

secara terpisah. 
 

2. Program dan tindakan yang harus dilakukan secara berkesinambungan antara lain 

mencakup sebagai berikut: 
 

a.  Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 
 

1) Berupa penyesuaian kebijakan dan peraturan Perusahaan yang mempunyai 

pengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal, seperti: 
 

1. Review implementasi code of conduct secara berkala; 

2. Review implementasi kebijakan/peraturan perusahaan untuk 

menyesuaikan dengan perubahan kondisi saat ini; 

3. Penyempurnaan kebijakan-kebijakan SDM; 

4. Pembuatan kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan 

teknologi informasi (IT Governance), termasuk penetapan tanggungjawab 

dan kepemilikan atas data, aplikasi dan database dalam infrastruktur 

teknologi informasi; 

5. Pembuatan kebijakan berkaitan dengan pengamanan asset (asset 

custodian). 
 

2) Penyesuaian struktur organisasi Satuan Pengawasan Intern (SPI) untuk 

mendukung pelaksanaan pengendalian internal Perusahaan yang antara lain 

harus mencakup tugas dan tanggungjawab sebagai bagian dari job description. 
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3) Penyediaan sumber daya manusia yang memadai untuk menanggulangi 

kesenjangan sumber daya manusia yang mungkin terjadi baik dari sisi jumlah 

maupun kompetensi untuk mendukung implementasi Sistem pengendalian 

internal ini; 

4) Peningkatan kepedulian dari seluruh karyawan terhadap pentingnya 

pengendalian internal perusahaan melalui: 

a) Program pelatihan dan sosialisasi pengendalian internal yang 

berkelanjutan, baik yang dilakukan secara formal maupun yang dilakukan 

melalui pelaksanaan pengawasan melekat dari setiap pemimpin; 

b) Perbaikan kebijakan dan implementasi sistem reward and punishment 

bagi karyawan. 
 

5) Penerapan sanksi yang tegas dan adil bagi karyawan yang melakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan Perusahaan mengenai pengendalian internal. 

 
 

b. Penaksiran Risiko (Risk Assessment) 
 

1) Pembuatan kebijakan dan prosedur formal yang berkaitan dengan pengelolaan 

risiko Perusahaan (risk management framework) sebagai pedoman standar 

untuk mengidentifikasi risiko, meliputi: 
 

a) Mekanisme pengukuran dan pengendalian risiko, baik yang berasal dari 

internal maupun eksternal Perusahaan; 

b) Penetapan jenis risiko dan penanggungjawabnya; 

c) Pelaksanaan sosialisasi atas risk management framework untuk meyakini 

pemahaman dan penerapan mekanisme penaksiran risiko yang konsisten. 
 

2) Proses identifikasi risiko tersebut dilakukan dengan memperhatikan dampak 

dan tingkat keterjadiannya yang berpengaruh terhadap penyajian laporan 

keuangan; 
 

3) Agar supaya risiko-risiko tersebut tetap terkendali dengan baik perlu dilakukan 

reviu secara periodik terhadap risiko yang telah ditetapkan dan/atau bila 

terjadi perubahan. 
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c. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 
 

1) Pembuatan pedoman pelaksanaan pengendalian internal operasional untuk 

setiap proses kerja berupa matriks pengendalian, flowchart dan dokumen 

lainnya termasuk penetapan penanggungjawab untuk setiap proses kerja; 
 

2) Memastikan hasil pelaksanaan matriks pengendalian internal tercermin 

dengan peningkatan kualitas pelaporan keuangan Perusahaan; 

3) Pengidentifikasian peraturan perundangan yang harus ditaati oleh Perusahaan 

dan hubungannya dengan setiap proses kerja, termasuk menentukan unit 

penanggungjawab untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan 

perundangan tersebut. 
 

d. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 
 

1) Merancang dan mengimplementasikan wistle blower programme sebagai 

sarana komunikasi bagi karyawan untuk melaporkan indikasi terjadinya 

pelanggaran (error) atau kecurangan (fraud), terutama yang berkaitan dengan 

masalah pengendalian internal, operasional perusahaan maupun aktivitas 

audit; 

2) Merancang dan mengimplementasikan mekanisme self-assessment sebagai 

sarana untuk memperoleh informasi atas pelaksanaan implementasi 

pengendalian internal dari masing-masing Unit Kerja; 

3) Merancang dan mengimplementasikan program-program komunikasi 

berkenaan dengan aktivitas pengendalian internal yang mencakup antara lain, 

program implementasi dan sosialisasi Keputusan Direksi mengenai 

pengendalian internal. 

e. Pemantauan (Monitoring) 
 

1) Peningkatan peran manajemen dalam melakukan pemantauan secara terus 

menerus terhadap pelaksanaan pengendalian internal di Unit Kerjanya masing-

masing dengan cara memastikan pemahaman seluruh personil atas aktivitas 

pengendalian internal dan menciptakan lingkungan pengendalian yang 

mendukung; 
 

2) Peningkatan peran dan fungsi audit internal dalam melakukan pemantauan 

secara berkala terhadap pelaksanaan pengendalian internal; 
 

3) Pemberian pelatihan dan melakukan rekrutasi untuk meningkatkan efektivitas 

fungsi audit internalor; 
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4) Menerapkan mekanisme untuk menjamin tindak lanjut manajemen atas 

temuan dan rekomendasi hasil audit baik dari internal maupun eksternal 

auditor.

 
 

C. Prinsip Good Corporate Governance 

 
Program pengendalian internal Perusahaan harus ditunjang dengan penerapan prinsip-

prinsip Good Corporate Governance, meliputi: 
 

a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan 

dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai 

Perusahaan; 
 

b. Kemandirian, yaitu suatu keadaaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional 

tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

korporasi yang sehat; 

c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan pertanggungjawaban manajemen sehingga pengelolaan 

Perusahaan terlaksana secara efektif termasuk pertanggungjawaban atas pencapaian 

kinerja dan atas tindakan-tindakan yang dilakukan; 

d. Pertanggungjawaban, yaitu kewajiban untuk bertindak atau melaksanakan tugasnya 

menurut kebijakan Perusahaan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku; 

e. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak 

stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
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BAB V  

PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERNAL 
 
 
 

A. PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERNAL OPERASIONAL 

 
1. Pelaksanaan Pengendalian Internal Operasional harus dikaitkan secara langsung 

dengan: 
 

a. Tujuan Perusahaan secara keseluruhan dan rencana strategis Perusahaan untuk 

setiap proses kerja, serta kesesuaian tujuan antar proses kerja yang berkaitan. 

b. Ketersediaan sumber daya Perusahaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

c. Pemanfaatan sumber daya Perusahaan secara efektif dan efisien. 

 
2. Pelaksanaan Pengendalian Internal Operasional harus mencakup aspek-aspek sebagai 

berikut: 
 

a. Tujuan (objectives) dari setiap proses kerja telah diidentifikasi, baik berupa 

pencapaian target keuangan maupun target operasional Perusahaan. 

b. Risiko yang mungkin dapat terjadi yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian 

tujuan proses kerja tersebut telah diidentifikasi, baik yang berasal dari faktor 

eksternal maupun faktor internal. 

c. Terdapat mekanisme untuk mengidentifikasi perubahan yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan Perusahaan dan tujuan proses 

kerja tersebut. 

d. Sumber daya Perusahaan telah dialokasikan secara efektif dan efisien untuk 

mencapai tujuan proses kerja sesuai dengan prioritasnya. 

e. Terdapat pengendalian internal yang memadai untuk menghindari/mengurangi 

kemungkinan terjadinya risiko yang telah diidentifikasi, termasuk secara berkala 

melakukan evaluasi atas pencapaian target dan pengujian terhadap rancangan 

dan pelaksanaan pengendalian internal. 

f. Terdapat Sistem informasi yang memadai untuk mengidentifikasi dan 

mengumpulkan informasi penting untuk setiap proses kerja, baik keuangan 

maupun non-keuangan, yang terkait dengan peristiwa eksternal maupun internal 

secara tepat waktu untuk mendukung proses pengambilan keputusan. 
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3. Pengendalian Internal Operasional diterapkan terhadap seluruh proses kerja utama 

Perusahaan. 

4. Setiap Direksi mempunyai kewajiban untuk memperbaiki dan melaksanakan 

pengendalian internal operasional yang menjadi tanggungjawabnya menurut skala 

prioritas berdasarkan rencana strategis Perusahaan dengan mempertimbangkan 

tingkat signifikansi dan kemungkinan terjadinya risiko. 

5. Pelaksanaan Pengendalian Internal Operasional yang belum tercakup di dalam 

dokumentasi proses kerja, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran surat 

pernyataan akan diatur kemudian. 

 

 
B. PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM RANGKA PELAPORAN KEUANGAN 

 
1. Pelaksanaan Pengendalian Internal dalam rangka Pelaporan Keuangan mencakup 

kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk: 
 

a. Memastikan Pencatatan yang cukup rinci, akurat dan wajar atas transaksi dan 

pemanfaatan aset Perusahaan; 

b. Memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi telah dicatat dengan 

benar agar penyiapan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku umum, dan bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran Perusahaan 

telah mendapatkan persetujuan dari manajemen Perusahaan; 

c. Memberikan keyakinan yang memadai mengenai upaya pencegahan atau 

identifikasi perolehan, penggunaan atau penghapusan aset Perusahaan tanpa 

otoritas yang dapat mengakibatkan dampak secara material atas laporan 

keuangan. 
 

2. Aktivitas pengendalian dalam rangka Pelaporan Keuangan bertujuan untuk 

memitigasi risiko yang berdampak potensial pada pencapaian sasaran pelaporan 

keuangan. 

3. Dalam rangka memitigasi risiko didalam penyajian pelaporan keuangan telah 

mempertimbangkan keseluruhan proses pencatatan akuntansi. 

4. Pelaksanaan Pengendalian Internal dalam rangka Pelaporan Keuangan harus 

dilakukan dengan cara: 
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a. Mengidentifikasi akun-akun yang signifikan dalam laporan keuangan; 
 

b. Mengidentifikasi jenis asersi laporan keuangan yang relevan dengan akun-akun 

signifikan; 

c. Mengidentifikasi proses kerja dan transaksi-transaksi yang mempengaruhi akun-

akun signifikan; 

d. Mengidentifikasi risiko inherent dan menetapkan pengendalian internal yang 

relevan atas transaksi-transaksi yang mempengaruhi akun-akun yang signifikan; 

e. Mempertimbangkan aspek penetapan wewenang dan otorisasi, verifikasi dan 

rekonsiliasi, pengamanan asset, dan segregation of duties. 
 

5. Pengendalian Internal Dalam Rangka Pelaporan Keuangan diterapkan atas siklus-siklus 

transaksi di Perusahaan. 
 

Proses dan mekanisme pengendalian internal bagi setiap Unit Kerja yang 

bertanggungjawab untuk siklus kerja sebagaimana dimaksud dalam rangka 

melengkapi kebijakan ini akan diatur kemudian. 

6. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Bulanan harus dapat diyakini bahwa laporan 

keuangan yang disajikan telah meliputi seluruh siklus transaksi dan setiap siklus telah 

melalui proses pengendalian internal yang lengkap dan menghasilkan informasi yang 

benar. 

7. Mempertimbangkan aspek mengenai pemisahan fungsi/tugas/wewenang yang 

tercermin dalam struktur organisasi. 

8. Rancangan pengendalian dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 

9. Rancangan pengendalian yang telah ditetapkan, dilaksanakan dengan sungguh-

sungguh dan konsisten secara terus menerus 

10. Penyimpangan/ketidaksesuaian yang terjadi antara rancangan pengendalian internal 

dengan pelaksanaan/operasional yang telah diidentifikasi akan ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

11. Upaya perbaikan atas rancangan dan pelaksanaan Pengendalian Internal Dalam 

Rangka Pelaporan Keuangan tidak boleh mengurangi ketepatan waktu (timeliness), 

kelengkapan (completeness) dan ketepatan (accuracy) laporan keuangan. 

12. Rancangan pengendalian internal telah mempertimbangkan control yang bersifat 

mencegah (preventive) dan mendeteksi (detection) baik manual maupun otomatis. 
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C. Pelaksanaan Pengendalian Internal Untuk Menjamin Kepatuhan 
 
1. Pengendalian Internal Untuk Menjamin Kepatuhan mencakup kepatuhan Perusahaan 

dalam menjalankan kegiatan usahanya terhadap seluruh ketentuan peraturan dan 

perundangan yang berlaku. 
  

2. Setiap keputusan/kebijakan yang dilakukan oleh manajemen Perusahaan harus 

memastikan pemenuhan dan/atau kesesuaian terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku, termasuk proses persetujuan berkaitan dengan perjanjian 

dengan pihak ketiga. 

3. Pelaksanaan Pengendalian Internal untuk menjamin kepatuhan dilaksanakan dengan 

cara sebagai berikut: 
 

a. Monitoring atas perkembangan peraturan/regulasi yang berkaitan dengan operasi 

Perusahaan secara terus-menerus dan mengkomunikasikannya kepada unit-unit 

kerja perusahaan lainnya yang terkait. 
 

b. Penelahaan ketaatan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku dalam 

setiap pembuatan/perubahan kebijakan Perusahaan maupun pembuatan 

perikatan yang dilakukan Perusahaan, serta pelaksanaan transaksi yang dinilai 

penting oleh Perusahaan. 
 

c. Perhitungan yang memadai atas setiap potensi kerugian Perusahaan pada masa 

datang karena tuntutan hukum sebagai akibat perancangan dan pelaksanaan 

pengendalian internal yang tidak efektif. 
 

d. Evaluasi secara berkala atas rancangan dan pelaksanaan Pengendalian Internal 

untuk menjamin kepatuhan, upaya tindak lanjut dan perbaikan atas setiap 

kelemahan secara terus-menerus, termasuk tindakan hukum dan/atau pemberian 

sanksi atas setiap pelanggaran. 
 

4. Pelaksanaan Pengendalian Internal untuk menjamin kepatuhan yang belum tercakup, 

akan diatur kemudian di dalam dokumentasi proses kerja. 
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BAB VI  

EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL 
 

 
A. Proses Evaluasi Pengendalian Internal 
 

1. Evaluasi pengendalian internal harus dilaksanakan oleh setiap Pemangku Jabatan 

Puncak, baik melalui kegiatan pemantauan secara rutin maupun Control Self-

Assessment (CSA) secara berkala untuk menilai efektivitas dari rancangan dan 

pelaksanaan pengendalian internal yang menjadi tanggung jawabnya, menyampaikan 

usulan kepada Direksi melalui Sekretaris Perusahaan untuk melakukan perubahan 

atas rancangan pengendalian dan memberikan umpan balik atas pelaksanaan 

aktivitas Pengendalian Internal. 

2. Hasil control self-assessment harus didokumentasikan dan disampaikan kepada 

Sekretaris Perusahaan setiap triwulan sesuai jadwal yang ditetapkan. 

3. Rancangan pengendalian internal secara periodik dilakukan review guna menjamin 

validitas dan keabsahan kebijakan dan prosedurnya. 

4. Perusahaan dapat meminta pihak lain yang independen untuk memberikan bantuan 

teknis dan konsultasi dalam melakukan evaluasi (attestation) atas efektivitas 

pengendalian internal sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. 

 
 

B. Pelaporan Hasil Evaluasi Pengendalian Internal (Control Self Assessment) 

  
CSA diharapkan menjadi sarana untuk memperoleh informasi atas pelaksanaan 

implementasi pengendalian internal dari masing-masing Divisi/Unit Kerja serta 

merupakan media sosialisasi kepada masing-masing Divisi/Unit Kerja mengenai 

pengendalian internal yang harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Perusahaan 

Pelaksanaan CSA dilakukan secara triwulanan oleh masing-masing Divisi/Unit Kerja atas 

semua control yang menjadi tanggungjawabnya. Personil yang bertanggung jawab 

melakukan CSA adalah semua karyawan unsur pimipinan mulai pejabat Strata IV (setara 

Kepala Afdeling ke atas). Langkah-langkah pelaksanaan CSA sebagai berikut : 
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1. Para Pejabat Strata IV (Setara Asisten Afdeling) melakukan CSA dan mengirimkan 

hasil CSA kepada atasan langsung masing-masing dalam bentuk laporan CSA beserta 

informasi mengenai perubahan pengendalian atau proses kerja yang terjadi. 

Pengiriman Laporan CSA tersebut paling lambat setiap tanggal 5 pada bulan 

berikutnya setelah triwulan tersebut berakhir. 

2. Para Pejabat Strata V (setara Asisten Kepala) melakukan CSA serta mengumpulkan 

hasil CSA dari pejabat-pejabat di bawahnya. Hasil dari CSA yang berbentuk laporan 

CSA kemudian dikirimkan kepada pejabat diatasnya setiap tanggal 10 pada bulan 

berikutnya setelah triwulan tersebut berakhir. 

3. Para Pejabat Strata VI (Pemangku Jabatan Puncak) melakukan CSA serta 

mengumpulkan hasil CSA dari pejabat-pejabat dibawahnya. Hasil dari CSA berupa 

laporan CSA beserta Surat Pernyataan dan lampirannya mengenai efektivitas 

pengendalian internal kemudian dikirimkan kepada Sekretaris Perusahaan selaku 

Unit Pengelola Sistem Pengendalian Internal, dengan tembusan disampaikan kepada 

Direktur Terkait dan Divisi Audit Internal setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya 

setelah triwulan tersebut berakhir. Format Surat Pernyataan (Cascading Certification) 

dan lampirannya dapat dilihat pada lampiran dari Keputusan ini. 

4. Sekretaris Perusahaan selaku Unit Pengelola Sistem Pengendalian Internal akan 

merekapitulasi hasil dari CSA, melakukan evaluasi dan kemudian membuat laporan 

manajemen yang ditujukan kepada Direktur Utama, Direktur Komersil dan Divisi 

Perencanaan dan Pengembangan Bisnis. 

5. Divisi Audit Internal melakukan evaluasi atas hasil CSA, membuat Laporan Evaluasi 

CSA atas efektivitas pengendalian internal kepada Direktur Utama dan Komite Audit. 

6. Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis melakukan penilaian kinerja 

dengan membandingkan antara Laporan Manajemen Atas Performansi Pengendalian 

Internal Unit Kerja dengan Kontrak Manajemen dari Unit Kerja yang bersangkutan. 

7. Direktur Utama dan Direktur Komersil memberikan disposisi kepada Unit Pengelola 

Pengendalian Internal berdasarkan Laporan Manajemen dari Unit Pengelola 

Pengendalian Internal, Laporan Evaluasi Divisi Audit Internal dan Rekomendasi dari 

Komite Audit. 

8. Unit Pengelola Pengendalian Internal memyampaikan rekomendasi perbaikan 

kepada Divisi/Unit Kerja dan memonitor pelaksanaan perbaikan yang dilakukan oleh 

Divisi/Unit Kerja. 
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9. Melaporkan penyimpangan yang terjadi atas kegiatan dilingkungan unit kerja yang 

tidak sesuai dengan kebijakan/prosedur dan/atau hukum yang berlaku. 

 

 
C. Pengukuran Kinerja Penanggungjawab Pengendalian Internal 
 

1. Pengendalian internal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan 

pertanggungjawaban Manajemen, sehingga hasil evaluasi atas efektivitas 

pengendalian internal dan hasil audit pengendalian internal oleh auditor internal 

dan/atau auditor eksternal akan menjadi salah satu kriteria penilaian kinerja Kepala 

Divisi/Unit Kerja. 

2. Kinerja penanggungjawab pengendalian internal akan diukur secara triwulanan 

melalui scorecard pengendalian internal yang akan ditetapkan kemudian, yang 

memuat indikator-indikator kinerja yang berkaitan dengan: 
 

a. persentase efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian; 
 

b. persentase penyelesaian atas upaya perbaikan temuan audit; 
 

c. pencapaian tingkat keandalan atas pengendalian internal; 
 

d. persentase perbedaan hasil control self assessment pengendalian internal 

dengan hasil audit. 
 

3. Apabila terdapat penyimpangan/ketidaksesuaian/kecurangan (fraud) dalam 

pelaporan dan evaluasi control self-assessment di Divisi/Unit Kerja maka pejabat/ 

pegawai terkait akan dikenakan sanksi hukuman disiplin yang dapat berupa: 
 

a. Tindakan Peringatan yang terdiri dari: 
 

1) Peringatan lisan 
 

2) Peringatan tertulis 
 

b. Tingkat dan Jenis hukuman disiplin terdiri dari: 
 

1) Tingkat Ringan berupa Teguran Tertulis 

2) Tingkat Sedang berupa: 

a) Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis, dan atau 

b) Tidak Diberikan Tunjangan Jabatan maksimal selama 3 (tiga) bulan. 

c) Penundaan kenaikan pangkat berkala. 

c. Tingkat Berat berupa: 

1) Demosi berupa penurunan golongan 1 tingkat lebih rendah 

2) Demosi pada jabatan 1 tingkat lebih rendah 
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3) Pemberhentian dengan horamt tidak atas permintaan sendiri 

4) Pemberhentian tidak dengan hormat. 

4. Divisi Audit internal mengkomunikasikan hasil atas evaluasi/assessment/test of 

control yang berupa : 
 

a. Daftar temuan yang berupa defisiensi atas desain dan/atau pelaksanaan internal 

control; 
 

b. Analisa/evaluasi atas temuan (defisiensi atas desain dan/atau pelaksanaan internal 

control) 
 

c. Rekomendasi untuk perbaikan atau tindak lanjut atas temuan yang ada. 
 

d. Membuat laporan atas berbagai macam penyimpangan yang terjadi pada setiap 

kegiatan di unit kerja. 

 
 

D. PROSES REMEDIASI ATAS HASIL EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL 
 
1. Proses remediasi bertujuan untuk menyempurnakan proses kerja dari Divisi/Unit 

Kerja Perusahaan, oleh sebab itu proses remediasi dapat dilakukan berdasarkan 

masukan berikut: 
 

a. Divisi Audit Internal; 

b. Unit Pengelola Sistem Pengendalian Internal 

c. Divisi/Unit Kerja dari Proses Kerja yang bersangkutan (Business Process Owner); 
 

2. Berdasarkan masukan tersebut, Divisi Audit Internal melakukan evaluasi dengan 

berkoordinasi dengan Divisi/Unit Kerja yang terkait dengan proses kerja tersebut. 

Apabila dipandang perlu dilakukan perubahan proses kerja, Divisi Audit Internal akan 

mengajukan usulan perubahan kepada pejabat yang berwenang. 
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BAB VII  

KOMITMEN 
 
 
 

A. KOMITMEN UNTUK MEMPERKUAT LINGKUNGAN PENGENDALIAN 
 

1. Keberhasilan penerapan pengendalian internal Perusahaan memerlukan komitmen 

dari seluruh jajaran manajemen Perusahaan. 

2. Direksi dan Pemangku Jabatan Puncak wajib memperkuat lingkungan pengendalian 

internal tingkat entitas agar pelaksanaan aktivitas pengendalian internal tingkat 

transaksional dapat berjalan dengan baik. 
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LAMPIRAN II.  

SURAT PERNYATAAN 
 
 

Untuk periode : …………………… s.d. ………………………. 
 

 
Saya, ………………(nama dan jabatan), sebagai bagian dari pertanggungjawaban saya 

sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Umum Sistem 

Pengendalian Internal, dengan ini menyatakan : 

 
1. Risiko dan Pengendalian 
 

- Bahwa seluruh risiko signifikan yang mungkin terjadi pada proses bisnis di unit 

kerja yang menjadi tanggungjawab saya telah diidentifikasi dan dilakukan 

pengendalian untuk mencegah/mengurangi kemungkinan terjadinya risiko 

tersebut, telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; 
 

- Bahwa saya telah melaksanakan monitoring secara berkelanjutan dan melakukan 

evaluasi secara berkala atas rancangan dan pelaksanaan pengendalian internal di 

unit kerja yang menjadi tanggungjawab saya yang meliputi pengendalian 

operasional, pengendalian dalam rangka pelaporan keuangan maupun 

pengendalian dalam rangka menjamin ketaatan terhadap peraturan dan 

perundang-undangan, untuk memastikan bahwa: 
 

a. Seluruh transaksi telah tercatat dengan lengkap dan akurat; 
 
b. Seluruh proses bisnis dan transaksi telah sesuai dengan kebijakan 

Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
 
c. Informasi keuangan dan non keuangan yang disampaikan kepada Divisi yang 

bertanggungjawab atas pelaporan keuangan dan pelaporan manajemen 

Perusahaan telah lengkap dan akurat.  

 
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut, saya menyimpulkan bahwa rancangan 

dan pelaksanaan pengendalian internal di unit kerja saya telah berjalan secara efektif dan 

tidak ada penyimpangan terhadap pengendalian internal Perusahaan selama periode yang 

saya laporkan, kecuali untuk hal-hal yang saya sampaikan pada lampiran Pernyataan ini. 
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2. Kesalahan dan kecurangan 
 

Bahwa seluruh kesalahan (error) dan kecurangan (fraud) atau potensi terjadinya error 

dan fraud yang terjadi di unit kerja yang menjadi tanggungjawab saya, telah saya 

laporkan kepada SPI dan manajemen; 

Bahwa saya telah melakukan langkah-langkah perbaikan atas error dan fraud dan telah 

saya laporkan sebagaimana lampiran Pernyataan ini. 

 
3. Ketaatan terhadap Persyaratan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku Bahwa 

dalam pelaksanaan kegiatan operasional di unit kerja yang menjadi tanggungjawab saya, 

seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku telah ditaati, kecuali untuk 

hal-hal yang saya sampaikan pada lampiran Pernyataan ini. 

 
4. Catatan dan Transaksi Keuangan 
 

Bahwa pencatatan atas seluruh transaksi keuangan yang menjadi tanggungjawab unit 

kerja saya, telah dilakukan secara lengkap dan akurat, serta telah didokumentasikan 

dengan lengkap dan memadai. 

 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia untuk 

menerima konsekuensinya apabila dalam pemeriksaan selanjutnya terbukti bahwa yang 

saya laporkan tidak benar. 

 
Tanggal : ………………………….. 

Tanda Tangan : ………………………….. 

Nama : ………………………….. 

Jabatan : ………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


	SK Kebijakan umum pngendalian internal.pdf (p.1-3)
	Lampiran SK Kebijakan Umum Sistem Pengendalian Internal.pdf (p.4-33)

